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menggunakan bahasa Indonesia dan terhadap perjanjian tersebut berlaku 
hukum Indonesia. Selanjutnya perjanjian waralaba terse but harus didaftarkan 
untuk mendapatkan STPUW (Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba) dan 
tentang mekanisme pendaftarannya diatur dalam Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor.259IMPP/KEP/711997, tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 
Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. 
b. 	 Perjanjian waralaba dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak 
termasuk dalam perjanjian yang bernama namun masuk perjanjian yang tidak 
bemama yang diatur dalam Buku Ketiga BW yaitu pasal 1233 sampai dengan 
pasal 1456 BW, yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya. Selain itu 
perjanjian waralaba terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak dan asas 
kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 BW yang dibatasi oleh 
syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Dalam 
pelaksanaannya, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 ini 
muncul kendala-kendala yuridis yang antara lain dengan adanya ketentuan 
pilihan hukum dan bahasa yang digunakan terhadap perjanjian waralaba yaitu 
bahwa setiap perjanjian waralaba harus menggunakan bahasa Indonesia dan 
terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya 
pengawasan terhadap kontrak bisnis waralaba, sehingga terdapat kerancuan 
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atau ketidakjelasan terhadap pembedaan perjanjian waralaba yang bersifat 
Intemasional dengan perjanjian waralaba yang bersifat lokal (Indonesia). 
2. 	 Saran 
a. 	 Masih diperlukan adanya pengaturan yang Iebih Iengkap dan yang Iebih 
memberikan kepastian hukum lagi yang mengatur sistem waralaba, meskipun 
pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Waralaba jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor.2591MPPIKEP/711997 tentang Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan 
Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam peraturan diatas temyata Iebih 
mengutamakan pada sistem usaha waralaba Iokal (nasionaI), padahal saat ini 
pertumbuhan usaha waralaba yang melibatkan franchisor asing berkembang 
dengan cepat dan ditambah lagi dengan akan dilaksanakannya era pasar bebas 
yang memungkinkan Iebih banyaknya franchisor asing masuk ke Indonesia. 
Franchisor asing yang akan mengadakan perjanjian waralaba dengan 
pengusaha lokal akan ragu-ragu dengan adanya ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang banyak bersifat melindungi 
pengusaha lokal. Jadi sebaiknya pemerintah Indonesia seharusnya meninjau 
ulang dan merivisi Iagi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
1997 tersebut guna memberikan pengaturan yang proporsional baik kepada 
sistem usaha waralaba Iokal maupun kepada sistem usaha waralaba 
Intemasional. 
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b. 	 Dalam perjanjian waralaba klausula pilihan hukum dan klausula bahasa 
sebaiknya ditentukan oleh para pihak secara tegas dan jelas. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari adanya kesulitan dalam penerapan hukum 
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan menghindari adanya 
kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan sehubungan 
adanya perbedaan bahasa antara kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan 
ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 jo 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor.259IMPPIKEP/711997, menentukan bahwa perjanjian waralaba hams 
dalam bentuk bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia, 
maka ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan para pihak untuk 
menentukan pilihan hukum dan bahasa yang digunakan dalam perjanjian 
waralaba. Oleh karena ito pemerintah Indonesia sebaiknya mengatur Iebih 
jelas yang artinya bahwa terdapat pembedaan antara perjanjian waralaba yang 
bersifat Internasional dengan perjanjian waralaba yang bersifat lokal 
mengenai pilihan hokum dan bahasa yang digunakan tersebut 
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